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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang
telah melimpahkan rahmat, lindungan dan kemudahan sehingga buku Hukum
Perikatan ini dapat diselesaikan. Tak lupa, shalawat teriring salam semoga
selalu dicurahkan oleh Allah SWT kepada kekasih semua orang yang beriman,
yaitu Muhammad SAW., keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang
agung, serta para pengikutnya sampai akhir zaman nanti.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam interaksi sosialnya manusia kerap
bersinggungan dengan berbagai aspek perikatan sehingga melahirkan hak
dan kewajiban bagi masing-masingnya. Pembelajaran tentang aspek hukum
perikatan sendiri adalah merupakan salah satu matakuliah wajib yang
diajarkan bagi mahasiswa di jenjang pendidikan strata 1 Fakultas Syariah dan
Hukum khususnya Program Studi Hukum Keluarga. Untuk itu, dengan
mendasarkan pada pengalaman mengajar matakuliah Hukum Perikatan dan
memahami pentingnya referensi terkait bagi mahasiswa khususnya, maupun
masyarakat umum lainnya maka keberadaan buku Hukum Perikatan yang
sangat sederhana ini diharapkan dapat memberi arti bagi yang
memerlukannya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua
pihak yang telah dengan ikhlas memberikan bantuan maupun dukungan
dalam proses penerbitan buku ini. Terima kasih kepada pimpinan Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung dan terima kasih
kepada rekan sejawat yang telah memberikan saran-saran penyempurnaan
sejak disusunnya materi buku ini. Terima kasih kepada mahasiswa yang
secara aktif memberikan komentar dan pertanyaan-pertanyaan kritis.
Semoga usaha mereka dalam menggapai masa depan yang lebih baik
senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT.



Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna, apalagi jika
dibandingkan dengan buku sejenis yang disusun oleh pakar hukum perikatan.
Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran-saran perbaikan untuk
penyempurnaan di masa datang.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kita mohonkan taufik dan hidayah,
semoga niat dan usaha yang tulus ini mendapatkan keridhaan-NYA. Aamiin Ya
Rabbal ‘Alamiin.

Bandung, Desember 2023

Siti Nur Fatoni
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BAB

PERIKATAN DALAM HUKUM ISLAM

A. ISTILAH PERIKATAN DALAM HUKUM ISLAM

Istilah hukum perikatan Islam dipakai dalam buku ini dimaksudkan
sebagai padanan dari pengertian dari hukum perikatan yang dikaji
berdasarkan ketentuan hukum Islam. Ini merupakan bagian dari bidang figh
muamalah yang mencakup perikatan di bidang perniagaan atau kegiatan
usaha (bisnis). !

Beberapa istilah yang digunakan dalam kitab-kitab fikih tentang perikatan
syariah, yaitu wa’ad, ‘aqd, ‘ahd, iltizam, tasharruf, dan mu'ahadah ittifa. Di
bawabh ini akan dijelaskan istilah-istilah tersebut.?

1. Wa’ad

Wa’ad berasal dari bahasa Arab al-wa'du dalam bentuk jamak disebut al-
wu’ud/al- wa'dah yang berarti janji (promise), yakni ikhbaran ‘an insya’ al-
mukhbir ma'rufan lil mustagbal, suatu pernyataan yang dimaksud oleh
pemberi pernyataan untuk melakukan perbuatan baik di masa depan (a
declaration that the declaler inteds to perform a goog act in the future). Janji
ini bersifat penyampaian (ikhbar) yang terkadang bentuknya ada yang tidak
mengikat secara hukum, melainkan mengikat secara moral seperti janji
seorang ayah kepada anaknya rekreasi di masa liburan. Namun dalam
konteks hukum bisnis, janji sifatnya mengikat (binding).

1 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia,
(Depok: Prenada Media Group, 2018), h. 2.
2 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1.
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PERIKATAN ISLAM DALAM
HUKUM ISLAM DAN HUKUM BARAT

A. KONSEP DAN SUMBER PERIKATAN DALAM HUKUM ISLAM

Sumber perikatan memiliki dua makna, yaitu sebagai sebab terjadinya
perikatan dan juga menjadi landasan hukum perikatan. Menurut Anwar,
dalam hukum Islam sumber-sumber perikatan dapat disebut sebab-sebab
perikatan.?” Adapun maksud dari hal tersebut yaitu, jika ada sebuah sebab
perikatan terjadi, makan perikatan akan terbentuk.

Menurut az-Zarqga’ sebagaimana yang dinukil oleh Anwar bahwa sumber
perikatan dalam hukum Islam itu ada 5, yaitu:
Akad (al-‘aqd)
Kehendak sepihak (al-iradah al-munfaridah)
Perbuatan merugikan (al-fi’l al-dharr)
Perbuatan manfaat (al-fi’l al-nafi’)
Syara’.

vk wnN R

Adanya ketentuan syara’ dapat menimbulkan perikatan seperti ikatan
pernikahan antara orang tua dan anak. Hal tersebut sudah ditegaskan oleh
agama Islam dalam Al-Qur’an, Hadits maupun dalam KHI sebagai landasan
hukum Perikatan.

Adapun sumber perikatan dalam hukum Islam yang menjadi landasan
perikatan ada 3, yaitu:

27 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h. 60.
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RUKUN DAN SYARAT AKAD

Terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat dalam
hukum islam haruslah dipenuhi (1) rukun akad dan (2) syarat akad. Syarat
akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. Syarat terbentuknya akad (syuruth al-in'iqad),

2. Syarat keabsahan akad (syuruth ash-shihhah),

3. Syarat berlakunya akibat hukum akad (syuruth an-nafadz), dan
4. Syarat mengikatnya akad (syarthul-luzum).

Dalam uraian berikut akan dijelaskan rukun-rukun dan syarat- syarat
dimaksud.

A. RUKUN AKAD

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu
itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.
Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya wunsur- unsur yang
membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya.
Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu
disebut rukun.

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun rukun yang
membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang
membentuk akad itu ada empat, yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad (al-'agidan),
2. Pernyataan kehendak para pihak (shigatul-aqd),
3. Objek akad (mahallul-'aqd), dan



BAB
4

PARA PIHAK DALAM AKAD

Rukun pertama akad adalah adanya para pihak yang membuat akad para
pihak harus memenuhi dua syarat: (1) memiliki tingkat kecakapan hukum
yang disebut tamyiz, dan (2) adanya berbilang pihak. Jika para pihak
membuat akad tanpa memiliki tamyiz, maka tidak terjadi akad. Orang gila
atau anak kecil apabila membuat akad, tidak tercipta akad. Untuk terciptanya
akad para pihak harus memiliki kecakapan. Tingkat minimal kecakapan yang
harus dipenuhi untuk terciptanya akad adalah tamyiz. Tetapi ada beberapa
jenis akad vyang tidak cukup dengan tamyiz, melainkan memerlukan
kedewasaan. Selain itu berhubung akad adalah pertemuan ijab dan kabul,
maka dalam akad harus ada berbilang (lebih dari satu) pihak sehingga tidak
ada akad yang hanya berdasarkan kehendak sepihak atau terjadi dengan diri
sendiri. Atas dasar itu, pembahasan bab ini meliputi dua syarat di atas, yaitu
(1) kecakapan hukum para pihak dalam akad, dan (2) Tinjauan Umum tentang
ljab Kabul sebagai Pernyataan Kehendak.

A. KECAKAPAN HUKUM PARA PIHAK YANG BERAKAD

Kecakapan hukum disebut al-ahliyyah yang berarti kelayakan. Atas dasar
itu, kecakapan hukum al-ahliyya didefinisikan sebagai kelayakan seseorang
untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai "kelayakan
seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-
tindakannya secara hukum Syariah.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa kecakapan hukum menurut
hukum Islam terbagi kepada dua macam, yaitu:
1. Kecakapan menerima hukum (kecakapan hukum pasif), dalam istilah

hukum Islam disebut ahliyyatul-wujub, dan
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OBYEK AKAD

Dalam hukum perjanjian Islam rukun ketiga akad adalah adanya objek
akad (mahallul-'aqd). Hal ini, seperti dalam semua sistem hukum, adalah
wajar sekali karena objek tersebut yang menjadi sasaran yang hendak dicapai
oleh para pihak melalui penutupan akad. Apabila tidak ada objek, tentu
akadnya menjadi sia-sia da percuma. Tidak mungkin para pihak dapat
melaksanakan prestasinya bilamana prestasi itu tidak ada dan tidak jelas.

Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal
yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat akibat hukum akad. Objek
akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu
yang lain yang tidak bertentangan dengan Syariah.3” Benda meliputi benda
bergerak dan tidak bergerak maupun benda berbadan dan benda tak
berbadan.

Misalnya akad jual beli rumah objeknya adalah benda, yaitu berupa
rumah dan uang harga penjualannya yang juga merupakan benda. Akad
sewa-menyewa objeknya adalah manfaat barang yang disewa, akad
pengangkutan objeknya adalah jasa pengangkutan. Imbalannya, yang bisa
berupa benda (termasuk uang), manfaat atau jasa, juga merupakan objek
akad. Jadi dalam akad jual beli rumah, misalnya, menurut hukum Islam bukan
hanya rumahnya saja yang merupakan objek akad, tetapi imbalannya yang
berupa uang atau berupa lainnya juga merupakan objek akad jual beli.

Para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat pada objek akad,
yaitu:

37 Salam Madkur, al-Figh al-Islami: al-Madkhal wa al-Amwal wa al-Huquq wa al-Milkiyyah
wa al-'Aqd, (Kairo: Maktabah 'Abdullah Wahbah, 1955), h. 425.
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AKIBAT HUKUM PERIKATAN ISLAM

Tercapainya kesepakatan (ijab dan kabul) di antara masing-masing pihak
dalam penyusunan kontrak syariah akan menimbulkan akibat hukum berupa
hak dan kewajiban (al-haqqg wa al-iltizam). Hak dan kewajiban merupakan
syarat penyerta yang ditetapkan berdasarkan akad (asy-syuruth al-
mugqtarinah bi al-'agd). Berlakunya syarat penyerta pada prinsipnya bersifat
mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara' (asy-syuruth asy-
syar'ili al-'agd).

A. HAK DALAM HUKUM PERIKATAN ISLAM
1. Pengertian Hak
Kata hak berasal dari bahasa Arab al-haqq, yang secara etimologi
mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, di antaranya berarti milik,
ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan. Berikut beberapa
contoh pengertian hak.
a. Contoh al-haqq diartikan dengan ketetapan dan kepastian terdapat di Al-
Qur'an Surah Yaasiin [36]:

85 5 e ST oty

“Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap
kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman”.

b. Contoh al-haqq diartikan dengan menetapkan dan menjelaskan
tercantum dalam surah al-Anfaal [8]: 8:
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KEDUDUKAN HUKUM PERIKATAN
ISLAM DI BIDANG PERTUKARAN

A. JUAL BELI
1. Pengertian Jual Beli
Menurut terminologi (istilah) figih muamalah, seperti diungkap H. Hendi
Suhendi, yang mengutip berbagai pandangan diantaranya, bahwa yang
dimaksud jual beli:
“Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan
melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling
merelakan”.

Sedangkan Hasbi ash-Shiddeqy mendefinisikan jual (menjual sesuatu)
adalah memilikkan pada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari
padanya harta (harga) atas dasar kerelaan dari pihak penjual dan pihak
pembeli.

Dari beberapa pengertian di atas, Abdul Mujieb dalam Kamus Istilah Figh,
merumuskan definisi al-Bai sebagai pelaksanaan akad untuk penyerahan
kepemilikan suatu barang dengan menerima harta atau atas saling ridla, atau
ijab dan qabul atas dua jenis harta yang tidak berarti berderma, atau
menukar harta dengan harta bukan atas dasar tabarru.

Dengan memahami beberapa arti di atas maka dapat disimpulkan bahwa
jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

1) Pertukaran antar dua pihak atas dasar rela, dan
2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa
alat tukar yang diatur sah dalam lalu lintas perdagangan.
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KEDUDUKAN HUKUM PERIKATAN
ISLAM DI BIDANG HUTANG PIUTANG

A. UTANG-PIUTANG UANG (QARDH)
1. Pengertian Qardh

Makna al-gardh secara kebahasaan (etimologi) ialah yang artinya
potongan atau terputus.>® Al-gardh merupakan fasilitas pembiayaan yang
diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Al-gardh
adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam
mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka
waktu tertentu.® Dalam pengertian lain, al-gardh adalah utang yang
melibatkan barang atau komoditas yang boleh dianggarkan ganti mengikuti
timbangan, sukatan atau bilangan (fungible commodities). Si pengutang
bertanggung jawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa
dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta
yang dipinjamkan.5!

59 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi,
(Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 176-177.

60 Khotibul Umam, Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan
Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Fak. Ekonomi [AMP] Bisnis UGM, 2011), h. 111.

61 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi,
(Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 177.
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KEDUDUKAN HUKUM PERIKATAN
ISLAM DI BIDANG BAGI HASIL

A. MUSYARAKAH
1. Pengertian Musyarakah
Secara etimologi, al-syirkah berarti ikhtilath (percampuran), yaitu
percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan.
Sedangkan menurut istilah, syirkah adalah keikutsertaan dua orang atau
lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan
berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan
pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Atau
akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana
masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise)
dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama
sesuai dengan kesepakatan.

. Dasar Hukum Musyarakah
a. Q.S. al-Shad [38]:24:

el 2 e ek ) s B g el AT 551568 3

“....Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu
sebagian berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman
dan mengerjakan amal shalih...”
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KEDUDUKAN PERIKATAN
ISLAM DI BIDANG SOSIAL

A.

1.

ARIYAH (PINJAM MEMINJAM)
Pengertian ‘‘Ariyah
“Ariyah  menurut etimologi vyaitu pinjaman, sedangkan menurut

terminologl “Ariyah ialah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada
yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar
zat barang itu tetap dikembalikan. Tiap-tiap yang mungkin diambil
manfaatnya dengan tidak merusakkan zat barang itu, boleh dipinjam atau
dipinjamkan.

Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, antara

lain:

1)
2)

3)

Menurut Hanafiyah ‘Ariyah adalah

“Memiliki manfa’at secara cuma-cuma”

Menurut Malikiyah “Ariyah adalah

“Memiliki manfa’at dalam waktu tertentu tanpa imbalan”

Menurut Syafi'iyah ‘Ariyah adalah

“Kebolehan dalam mengambil manfa’at dari seseorang yang
membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfa’atkan, serta tetap
zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya”

Menurut Hanabilah “Ariyah adalah

“Kebolehan memanfa’atkan suatu zat barang tanpa imbalan dari
peminjam atau yang lainnya”
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KEDUDUKAN HUKUM
PERIKATAN ISLAM DALAM LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Pengkajian hukum Islam secara ilmiah sebagai suatu bidang hukum
tersendiri memang belum banyak dilakukan di Indonesia. Hal ini tidak
sebanding dengan berkembangnya praktik kegiatan usaha dari lembaga-
lembaga ekonomi syariah yang pada akhir-akhir ini begitu pesatnya. Diawali
dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama
pada tahun 1992, membuat hukum muamalat yang berdasarkan syariat Islam
ini dilirik oleh kaum intelektual dan praktisi. Tidak lama kemudian,
bermunculanlah lembaga-lembaga keuangan lainnya yang berdasarkan
hukum Islam, yang lebih umum disebut sebagai lembaga keuangan syariah
atau lembaga perekonomian syariah.

Meskipun Islam telah lama mengatur hukum muamalat tampaknya
aturan ini tidak terlalu mengakar dalam kehidupan umat Islam Indonesia.
Berbeda halnya dengan hukum keluarga yang sejak dahulu hingga kini
terealisasi dalam praktik. Hal ini tidak lepas dari pengaruh politik penjajahan
Belanda yang hanya menerapkan hukum perikatan perdata Barat pada
lembaga-lembaga hukum di wilayah Indonesia, yang kemudian berlangsung
terus hingga kini. Penerapan itu dengan jalan mengeluarkan hukum-hukum
tertulis yang diberlakukan secara positif bagi masyarakat Indonesia. Hingga
kini, hukum tertulis tersebut masih berlaku bagi masyarakat Indonesia,
terutama di bidang hukum perdata melalui Kitab Undang-undang Hukum
Perdata.
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HUKUM PERIKATAN ISLAM
DALAM BISNIS MODERN

litihad sebagai sumber hukum Islam ketiga memberi peluang untuk
berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi segala
permasalahan di era globalisasi ini. Berbagai jenis transaksi telah muncul dan
menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke negeri kita Indonesia.
Banyak jenis transaksi baru yang ditawarkan yang juga menjanjikan
keuntungan yang berlipat ganda. Di samping itu, terdapat pula ketentuan-
ketentuan hukum vyang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah untuk
menertibkan kegiatan-kegiatan bisnis modern tersebut secara konvensional.
Di sisi lain, untuk melindungi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama
Islam, perlu dikaji kejelasan hukum dari transaksi tersebut dipandang dari
sudut hukum Islam. Oleh karena itu, di bawah ini akan ditinjau beberapa jenis
transaksi di zaman modern dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap
masing-masing bisnis tersebut.

A. MULTY LEVEL MARKETING (MLM) SYARIAH
1. Pengertian Multy Level Marketing

Multy Level Marketing (MLM) berasal dari bahasa Inggris, multy berarti
banyak, level berarti jenjang atau tingkatan, dan marketing berarti
pemasaran. Jadi, MLM berarti pemasaran yang berjenjang banyak.”® Disebut
multy level, karena merupakan suatu organisasi distributor yang
melaksanakan penjualan yang berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat.
MLM disebut juga sebagai network marketing. Disebut demikian, karena

73 Andreas Harefa, Multi Level Marketing, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), h.
4.
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ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA PERIKATAN ISLAM

A. MUSYAWARAH
1. Pengertian Musyawarah

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah intinya adalah penyelesaian
secara dialogis antara kedua belah pihak vyang bersengketa dan
mengutamakan asas kekeluargaan. Islam sangat menganjurkan umatnya
untuk menyelesaikan sengketa melalui cara musyawarah untuk mufakat
Dengan penyelesaian sengketa perikatan Islam dengan musyawarah, maka
akan tetap terjalin hubungan kekeluargaan, dan silaturahmi di antara para
pihak yang bersengketa (berselisih), serta lebih menghemat waktu dan biaya.

2. Dalil tentang Musyawarah.
a. QS. Alilmran [3]: 159

“a:@u;awwlr.al,l c,.SLL:eLJchJ\\ Uwvuflusu

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila
kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.
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HUKUM PERIKATAN

Wslopn

Istilah hukum perikatan Islam dipakai dalam buku ini dimaksudkan
sebagai padanan dari pengertian dari hukum perikatan yang dikaji
berdasarkan ketentuan hukum Islam. Ini merupakan bagian dari bidang
figh muamalah yang mencakup perikatan di bidang perniagaan atau
kegiatan usaha (bisnis). Beberapa istilah yang digunakan dalam kitab-kitab
fikih tentang perikatan syariah, yaitu wa'ad, ‘aqd, ‘ahd, iltizam, tasharruf,
danmu'ahadahittifa. Dibawah iniakan dijelaskanistilah-istilah tersebut.

Sumber perikatan memiliki dua makna, yaitu sebagai sebab
terjadinya perikatan dan juga menjadilandasan hukum perikatan. Menurut
Anwar, dalam hukum Islam sumber-sumber perikatan dapat disebut
sebab-sebab perikatan. Adapun maksud dari hal tersebut yaituy, jika ada
sebuah sebab perikatan terjadi, makan perikatan akan terbentuk.

Ruang lingkup fikih muamalah terbagi dua, yaitu ruang lingkup
muamalah yang bersifat adabiyah ialah ijab dan kabul, saling meridhai,
tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran
pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang
bersumber dariindra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta
dalam hidup bermasyarakat. Ruang lingkup yang bersifat madiyah yaitu
mencakup segala aspek kegiatan ekonom manusia.

Dalam bahasa Indonesia dan peraturan perundang-undangan di
Indonesia, banyak kata atau istilah yang secara sekilas dipahami oleh
masyarakat umum mempunyai arti yang sama, seperti perikatan,
perjanjian, kontrak, persetujuan, dan nota kesepakatan (memorandum of
understanding/MoU). Padahal, dalam pendekatan akademik, kata atau
istilah tersebut mempunyai pengertian yang tersendiri. Untuk itu, dalam
buku ini akan dijelaskan istilah/kata-kata yang dimaksud. Selamat
membaca!
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